BUPATI TABANAN

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 38 TAHUN 2007

TENTANG

PENGUKUHAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Menimbang :

Mengingat

a.

BUPATI TABANAN,

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
060/U/2002. tertanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian
Sekolah ;

bahwa dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9
Tahun, pemerataan kesempatan belajar, dan meningkatkan efektifitas,
efisiensi pengelolaan sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan, maka
dipandang perlu mengukuhkan sekolah kelas jauh SMP menjadi SMP
Negeri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);,

Undang-Undang Nomor 20  Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerzh ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangar}
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41),

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUKUHAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Pasal 1

Mengukuhkan ;

1. Sekolah Kelas Jauh UPTD SMP Negeri 1 Baturiti di Desa Bangli
Kecamatan Baturiti menjadi SMP Negeri 4 Baturiti.

2. Sekolah Kelas Jauh UPTD SMP Negeri | Baturiti di Desa Antapan
Kecamatan Baturiti menjadi SMP Negeri 5 Baturiti.

3. Sekolah Kelas Jauh UPTD SMP Negeri 1 Selemadeg Barat di
Desa Angkah Kecamatan Selemadeg Barat menjadi SMP Negeri 2
Selemadeg Barat.

4. Sekolah Kelas Jauh UPTD SMP Negeri 1 Pupuan di Desa Munduk
Temu yaitu SD SMP Satu Atap menjadi SMP Negeri 5 Pupuan.

Pasal 2

. Biaya operasional penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut
a pada Pasal 1 di atas bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD), dan sumber pendapatan lainnya yang sah

berdasarkan ketentuan yang berlaku.



Pacal 3
Peratiiran Runati ini mnlai herlal seiak dimndanokan
Aoar <ptian orano  danat  menoetahninva memerintahkan

nencundanean Peraturan Runati ini dencan penempatannva dalam
Rerita Daerah Kahunaten Tahanan

niwn di  Tabanan
1dp tageaat.] 7 Juli 2007
/ NAN

ni]_mri:!nﬂl'nn A1 Tahanan
'..",cm wﬁnqpl 27 Aensbus ',007
; RPL&RTIS DAFRAH KARITPATFN TABANAN




